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RINGKASAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pada Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan
bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan
hukum yang sama bagi warga masyarakat demi tercapainya tujuan tersebut.
Pembangunan nasional yang merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang
memadai terutama dari sektor perpajakan.

Banyaknya wajib pajak yang kurang menyadari akan pentingnya pajak bumi
dan bangunan sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan ini menyebabkan
kesulitan bagi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga untuk
menghimpun dana dari masyarakat.

Meskipun telah ditetapkan Undang-undang yang mengatur mengenai
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan vakni Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985
vang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, masih banyak
wajib pajak vang melanggar Undang-undang tersebut hal ini juga disebabkan
kurangnya Law Enforcement (Penegakan hukum) vang diterapkan secara tegas oleh
fiskus. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi
dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA TIGA".

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu Apakah Pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Surabaya Tiga sudah sesuai dengan UU No.12/1994 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan
bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga. upaya
yvang dilakukan olch Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga untuk

mengalasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

xii
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Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui apakah
pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Surabaya Tiga sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, untuk mengetahui kendala yang terjadi
dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Surabaya Tiga, dan upaya vang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Surabaya Tiga untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis normatif.
Bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya,

demi kesempurnaan tulisan ini penulis juga melakukan penelitian lapangan. Analisis

—

bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan untuk
menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif’

Tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah menganut sistem self
assessment tidak mumi. Yang dimaksud sistem self assessment tidak murni itu
sendiri adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar sendiri pajak yang
terutang. mendata sendiri obyek pajak vang dikenakan pajak bumi dan bangunan
dengan bantuan pemermtah fetapi dalam proses penghitungan pajak yang terhutang
masih pemerintah yang turun tangan untuk menghitung tetapi wajib pajak memilki

hak untuk mengajukan keberatan apabila ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh

wajib pajak. Proses pembayaran dan penagihan dimulai dengan pemberian SPOP
(Surat Pembentahuan Obyek Pajak) kepada wajib pajak untuk diisi yang berfungsi
untuk memberikan keterangan mengenai obyek pajak yang dimiliki dan dikembalikan
selambat-lambatnya 30 (tiga pulub hari) kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan setelah menerima SPOP. Lalu berdasarkan SPOP vang diisi oleh wajib
pajak, KPPBB menghitung pajak bumi dan bangunan yang terutang kemudian
mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan dibavar oleh wajib
pajak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah menerima SPPT pada Bank, Kantor

P'os dan Giro dan tempat lain yang ditunjuk. Setelah SPPT dikeluarkan tetapi wajib

xiil
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pajak tetap tidak membayar, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
berwenang mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang mengandung unsur
sanksi. Didalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga tidak selamanya berjalan dengan
lancar. Kadangkala terdapat kendala-kendala yang dapat menyebabkan timbulnya
tidak tercapainya target yang telah diperkirakan oleh pihak fiskus didalam jumlah
perolehan Pajak Bumi dan Bangunan di KP.PBB Surabaya Tiga. Kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di KP.PBB
Surabaya Tiga yakni masih ada wajib pajak yang melakukan penungeakan pajak dan
dalam setiap tahunnya tingkat serta prosentase wajib pajak yang menunggak
meningkal.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Surabaya Tiga untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Surabaya Tiga dalam meningkatkan pajak negara melalui sektor Pajak
Bumi dan Bangunan adalah memasyarakatkan mengenai pentingnya Pajak Bumi dan
Bangunan serta memberikan sanksi tegas terhadap para wajib pajak yang membandel.,

Adapun  saran  yang dapat penulis sampaikan salah satunya vaitu

meningkatkan kerja sama yang baik antara fiskus dengan wajib pajak.

Xiv
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i.1 Latar Belakang

Pada saat ini Negara Indonesia sedang melaksanakan pemulihan ekonomi
akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan yang sampai saat ini belum menunjukan
akan berakhir. Pemulihan ekonomi Indonesia memerlukan dana yang cukup besar.
Dana untuk pembangunan ekonomi berasal dari luar maupun dalam negeri. Dana
dari dalam negeri dihimpun dan menjadi tulang punggung penerimaan negara oleh
pemerintah saat ini adalah melalui scktor perpajakan.

Penerimaan negara di sektor perpajakan memang menjadi penerimaan negara
yang paling dominan dalam setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dari tahun ke tahun, Pentingnya penerimaan negara di sektor perpajakan
tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini mengenai besarnya penerimaan pajak
dari tahun ketahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

[ JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA DARI SEK [OR |
PAJAK DAN PROSENTASE PERBANDINGAN DENGAN PENDAPATAN
NEGARA DARI SEKTOR BUKAN PAJAK, 1989/1990 — 2003/2004
{Milliar rupiah)

Tahun Pajak Pajak [ Bukan Pajak Total
Milliar | Milliar Milliar
Rupiah (%) Rupiah (%0) Rupiah (%)
1 2 3 4 5 6 7
1989/1990 16.084.1 | 51.1 | 15.420.1 | 489 | 31.5042 | 1000

1990/1991 22.010,9 522 20.182,1 47.8 42.193.0 100,0

1991/1992 24.919.3 58,5 | 7.662,7 41.5 42,5820 100,0

1992/1993 30,091,

[# ]
o
ezf
Ly

18.771.1 38.4 | 48.862,6 100.0

1993/1994 36.665,1 | 653 | 194480 | 347 | 56.113,1 | 1000
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(%]

Tahun Pajak Pajak Bukan Pajak Total
Milliar | Milliar | Milliar | |
Rupiah (%) Rupiah {%a) Rupiah (%o)

| 2 3 4 5 6 7

1994/1995 | 44.442,1 | 66,9 21.975,9 33,1 66.418,0 100,0

| j
1005/]1906 48.686.2 66.7 24,3276 333 73.01396 100,0

1996/1997 | 57.339.9 05,4 30.290.4 34,6 87.630,3 100,0

1997/1998 70.9534,2 63.2 41.341.3 36,8 112.275,5 100,0
1998/1999 . 102.394.,4 64,8 55.648,0 35,2 158.042,5 100,0
19992000 125.951,0 61,6 78.481,6 38,4 204.432,6 100,0
2000/2001 115.912,5 56,5 89.442,0 43,5 205.334,5 100,0

2001/2002 185.540,9 61,7 | 115.058,6 38.3 300.599,5 100,0

2002/2003 210.087.5 704 | 88.440,0 29.6 298.527.5 | 100,0

2003/2004 242.048.1 ! 71.0 UR.880.2 29.0 340.928.3 10,0
Sumber : Nurmawan Harl Wismono, SH.,, MEn. “PELAKSANAAN PENYANDERAAN

(GUZELING) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK (ANALISIS
Dl WILAYAH JAKARTA)™

Dari data di alas dapat dilihat bahwa penerimaan yang berasal dari pajak

merupakan penerimaan yang dominan dalam mengisi kas negara, Hal ini dibuktikan
bahwa lebih dan 50% (lima puluh persen) pemasukan pada kas negara berasal dari
sektor pajak.

Pemasukan negara di sektor pajak digunakan sebagian besar untuk membiayai
pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama rakyat Indonesia guna
membangun terwujudnya tata kehidupan negara dan bangsa vang adil dan sejahtera,

aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga

masyarakat Indonesia. Guna pencapaian tujuan tersebut, pembangunan nasional yang
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dilaksanakan secara berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan suatu
biaya vang tentunya tidak sedikit yang harus digali terutama dari sumber kemampuan
sendiri.

“Pemungutan pajak harus diikuti dengan penggunaanya yang dapat
menimbulkan faedah yang lebih besar kepada masyarakat. Setelah pajak
masuk dalam kas negara, maka pemerintah akan menggunakannya untuk
membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan. Pemerintah
mengalirkan pajak tersebut dengan jalan membangun sarana-sarana sosial dan
memberikan tunjangan-tunjangan sosial™.(Bohari,2004:148).

Dalam rangka kemandirian terscbut, peran masyarakat dalam pemenuhan
kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong
kesadaran, pemahaman dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama
pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban
kenegaraan. Dengan demikian setiap anggota masyarakat diharapkan memiliki
kesadaran mengenai kewajibannya berperan aktif dalam melaksanakan sendiri
kewajiban perpajakannya. Terdapat beberapa pendapat yang berkaitan dengan
kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, banyak anggapan
bahwa orang pada umumnya tidak suka membayar pajak dan hanya sekelompok kecil
masyarakal yang merasa pengenaan pajak tersebut tidak memberatkan masyarakat,
Hal tersebut dapat dimengerti, karena pada dasarnya sifut dari pajak adalah
mengambil sebagian dari pendapatan atau kekayaan yang diperoleh oleh seseorang
dari hasil melakukan suatu pekerjaan untuk diserahkan kepada kas negara yang
notabene pengalihan kekayaan tersebut secara sederhana dapat dikatakan mengurangi
pendapatan yang diperoleh seseorang terscbut.

Hal lain dari sifat pajak itu adalah tidak adanya kontraprestasi secara langsung
yang dapal dirasakan oleh seseorang yang tclah memberikan sebagian pendapatan
atau kekayaannya kepada kas negara. Berdasarkan hal tersebut tentu dirasa dapat
memberatkan masyarakat yang dikenakan pajak. Namun anggapan tersebut tidak

semuanya benar, walaupun terdapat indikasi masyarakat semakin berkurang

toleransinya pada pajak
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Pajak pada dasarnya merupakan peralihan kekayaan dari pihak masyarakat
sebagal wajib pajak kepada kas negara sebagai suatu perwujudan pelaksanaan
kewajiban warga negara tanpa adanva kontraprestasi (imbalan) secara langsung yvang
dapat dinikmati oleh warga negara sebagai pembayar pajak tersebut. Pajak
merupakan peralihan kekayaan maka pada dasarnya pemenuhan kewajiban pajak
lersebut oleh wajib pajak tetap sebagai suatu beban, oleh karena itu pemungutan
pajak harus disepakati dan diterima oleh masyarakat yang akan dikenakan pajak.

Perpajakan yang ada dan berlaku di Negara Indonesia terdapat beberapa jenis
sektor yang dikenakan dan dibebankan kepada masyarakat sebagai wajib pajak, yang
hingga saat ini dikenal terdapat 6 (enam) jenis yang diberlakukan dan dibebankan
kepada masyarakat, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPNBM), Bea Materai, Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Salah satu jenis pajak yang dikenal dekat oleh masvarakat dan merupakan
salah satu jenis pajak yang cukup besar andilnya dalam memberikan pemasukan ke
Kas negara adalah pajak bumi dan bangunan, hal ini dikarenakan objek pajak dari
pajak bumi dan bangunan adalah tanah dan bangunan yang rata-rata setiap warga
negara memiliki, menguasai, atau menikmati tanah atau bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak baru yang mulai berlaku pada tanggal
I Januari 1986 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai berlaku
terhitung | Januari 1995, Pajak bumi dan bangunan ini dimaksudkan untuk
menggantikan pajak-pajak yang sebelumnya ada dan diberlakukan berdasarkan
hukum pada zaman masa kolonial dahulu yang tentunya dirasa tidak sesuai lagi
dengan semangat kemerdekaan saat ini.

Pajak termasuk juga pajuk bumi dan bangunan dalam upaya mendapatkan
dana yang dihimpun dari masyarakat guna mengisi kas negara adalah sangat erat

kaitannya dengan kegiatan pemungutan pajak. Pelaksanaan pemungutan ajak ini
3 E 2 P g Paj 4 g pdaj
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harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Hal tersebut diamanatkan dalam
Undang-undang Dasar 1945 yakni sebagaimana tertuang didalam Pasal 23 A setelah
amandemen keempat. Dari ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Dasar
1945 tersebut maka dapat dilihat bahwa pajak (termasuk pungutan lain) walaupun itu
untuk keperluan negara, harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan
terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada rakyat.

Sejak dilaksanakannya tax reform sistem pemungutan pajak vang ada dan
diberlakukan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yaitu dimulai dengan
pemungutan official assessment system, kemudian diubah dengan pemungutan
withholding system kemudian terakhir dan yang dipakai sampai sekarang adalah
pemungutan self assessment system.

Pada pemungutan self assessment system tersebut masyarakal sebagai wajib
pajak diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk mendafiarkan sendiri dirinya
sebagai wajib pajak, menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, dan
membayarkan pajak terutangnya ketempat pembayaran yvang telah ditentukan.
Dengan diterapkannya sistem self assessment ini maka pada dasarnya aparatur pajak
yang biasanya disebul dengan fiskus tersebut bersifat pasif, sehingga hal-hal yang
dihitung, dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak mengenai besar pajak
terutangnya tersebut pada dasarnya haruslah dianggap telah dilakukan dengan jujur,
baik dan benar oleh wajib pajak. Kenyataannya, kesadaran wajib pajak akan
pentingnya pajak didalam kehidupan bernegara yang diharapkan akan timbul dengan
diterapkannya sistern self assessment tersebut masih dirasa sangal minim, maka
fiskus memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak terscbut.

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut belum dianut sistem
self assessment secara murni, tetapi sudah mulai diterapkan. Wajib pajak diberi
kepercayaan untuk mendaftarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP), mendata luas tanah dan bangunan, tahun pembangunan
bangunan, mendata bahan-bahan dan material yang terkandung dalam bangunan yang

dimikinya dengan bantuan aparatur pajak dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan

—— e
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Pajak Bumi dan Bangunan setempat, dan membayarkannya ketempal pembayaran
vang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setempat,
tetapi semua itu tetap dibawah pengawasan dan bantuan fiskus.

Dengan semangat intesifikasi pajak yang dicanangkan dalam rax reform
tersebut pemerintah melalui aparatur pajaknya berusaha memberikan pelayanan yang
terbaik bagi wajib pajak dengan memberikan beberapa kemudahan-kemudahan vang
salah satunya adalah memperbanyak Kantor-kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan yang tersebar di scluruh Indonesia, serta registrasi Nomor Pendaftaran
Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan melalui internet, dan pembayaran pajak
bumi dan bangunan melalui ATM. Salah satu dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan yang ada di Indonesia yang bertugas memberikan pelayanan
kepada wajib pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB)
Surabaya Tiga yang terletak di Surabaya yang wilayah kewenangannya meliputi 8
Kecamatan bagian Surabaya Selatan.

Didalam pelaksanaan tugas-tugas dalam pemungutan pajak oleh fiskus pada
umumnya dan KPPBB Surabaya Tiga pada khususnya tidak selamanya mengalami
kelancaran namun juga terdapat beberapa kendala-kendala baik vang bersifat internal
maupun eksternal yang cukup menarik untuk dipelajari.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi
dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA TIGA”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari pokok
permasalahan maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada hal yang
berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada KPPBB

Surabaya Tiga, kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di
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KPPBB Surabaya Tiga dan upaya vang dilakukan oleh KPPBB Surabaya Tiga untuk

mengalasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan
dibahas sebagai berikur :
I Apakah pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di KPPBB Surabaya
lga sudah sesuai dengan UL No.12/1994

1

Apa kendala yang terjadi dalam  pelaksanaan  pemungutan pajak bumi dan
bangunan di KPPBB Surabuya Tiga?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KPPBB Surabaya Tiga untuk mengatasi
kendala dalam pelaksanaan pemungutun pajak bumi dan bangunan?.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu :

I. Untuk  mengetahui  konsistensi  pelaksanaan pemungutan  pajak  bumi dan
bangunan di KPPBB Surabaya Tiga berdasarkan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994,

o

Untuk mengetahui kendala yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan pajak bumi
dan bangunan di KPPBB Surabaya Tiga
Untwk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPPBB Surabaya Tiga untuk

L

mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan cara-cara atau langkah-
langkah guna memperoleh masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini. Dalam
hal ini penulis mengadakan studi dengan mempelajari beberapa literatur yang ada
serta bahan-bahan tertulis lainnya. Selain ity juga penulis telah melakukan penelitian

di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga. Selanjutnya penulis
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Jjuga meminta pendapat pihak-pihak yang memiliki pengetahuan vang berhubungan
dengan permasalahan yang penulis bahas.

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan hukum ini bersifat
deskriptil’ analitis, vaitu penelitian yang menggambarkan penvajian data vang
diperoleh secara lengkap dengan memberikan gambaran data dan melakukan analisis
terhadap data, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya,

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan,

1.5.1 Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melakukan
kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang

berhubungan dengan permasalahan.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian vang di gunakan untuk
memecahkan masalah yang ada. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum yang
digunakan adalah :
1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum utama yang diperolch dari peraturan
perundang-undangan, pendapat sarjana dan norma-norma yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai
acuan utama adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, tentang Pajak Bumi dan
Bangunan.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer dan dapal membantu menganalisis dan memahami hukum

primer yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemungutan pajak bumi dan bangunan di KPPBB Surabaya Tiga.
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Selanjuinya, demi kesempurnaan tulisan ini, penulis juga melakukan
penelitian lapangan, Hal ini semata-mata bertujuan untuk melihat sinkronisasi antara
pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di KPPBB Surabaya Tiga dengan

peraturan perundang-undangan vang berlaku.

1.6 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum vyang diperoleh kemudian dianalisis. dengan
menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran
singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik
akan tetapi berdasarkan analisa yang telah diuji dengan kaidah-kaidah atau norma-
norma hukum yang berkaitan dengan masalah vang akan dibahas,

Setelah bahan hukum dianalisis dan dibahas kemudian ditarik suatu
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari
permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau

dari hal-hal yang umum ke hal-hal vang bersifat khusus.
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Penerimaan pajak bumi dan bangunan di KPPBB Surabaya Tiga cukup besar
untuk meningkatkan penerimaan pajak negara hal ini dikarenakan adanya potensi
wajib pajak yang cukup besar di kawasan Surabaya Selatan baik dari wajib pajak
perorangan maupun wajib pajak badan. Dalam pemungutan pajak bumi dan
bangunan, KPPBB Surabaya Tiga memiliki kewenangan yang mencakup Surabaya
bagian Selatan. Potensi wajib pajak di Surabaya bagian selatan dapat dikatakan
memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan negara karena di
Surabaya bagian selatan ini terdapat banyak obyek pajak bumi dan bangunan yang
berupa Mall, rumah-rumah mewah, hotel-hotel berbintang dan apartemen, Misalnya ;
Royal Plasa, Giant Hypermarket, Darmo Trade Center, Novotel Hotel dan lainnya,
Dari potensi wajib pajak yang sedemikian rupa tersebut, maka polens) penerimaan
pajak bumi dan bangunan di KPPBB Surabaya Tiga cukup tinggi pula.

Namun meski penerimaan pajak bumi dan bangunan di KPPBB Surabaya
Tiga cukup besar tetapi masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
wajib pajak serta tunggakan vang cukup besar pula dan dapat menghambat
tercapainya target yang akan direalisasikan oleh pihak fiskus dalam hal ini pihak
KPPBB Surabaya Tiga, hal ini bisa disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang
pajak bumi dan bangunan atau bisa juga karena adanya unsur kesengajaan

Wajib pajok di kawasan Surabaya Selatan ternyata masih ada vang
membandel dengan membuat pembukuan ganda yanp dapat merugikan negara dan
terkadang pemerintah masih perlu memberikan sanksi yang keras agar wajib pajak
yang membandel tersebut melakukan kewajiban kenegaraannya dalam membayar
pajak. Hal tersebut dapat mencerminkan keadaan bahwa masih ada wajib pajak vang
kurang sadar akan pentingnya pajak di kawasan Surabaya Selatan, ini merupakan

fakta yang terdapat di KPPBB Surabaya Tiga.
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2.2 Dasar Hukum

Setiap pungutan pajak yang menimbulkan beban bagi masyarakat harus
dilakukan dengan persetujuan masyarakat, dalam hal ini DPR, dan dituangkan dalam
bentuk undang-undang. Dengan diundangkan maka suatu pajak dapat dipungut
terhadap masyarakat dan secara hukum memiliki legalitas yang menjamin wewenang
negara untuk memungut pajak tersebut pada masyarakal, menjamin hak dan
kewajiban masyarakat dalam pemenuhan pajak, dan juga menjamin kerahasiaan pajak
yang berkaitan dengan pajak tersebut, Pemungutan pajak bumi dan bangunan di
Indonesia juga dilakukan dengan dasar hukum yang jelas melalui undang-undang
serta peraturan pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak
dan keputusan pejabat berwenang lainnya sebapai aturan pelaksanaan Undang-
undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dasar hukum yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah

I. Pasal 23A Undang-undang 1945 berikut perubahannya

-2

Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 No.49, Tambahan Lembaran Megara
N0.3262) sebapaimana telah 2 kalj diubah, terakhir dengan Undang-Undang
No.16 Tahun 2000 (Lembaran MNegara Tahun 2000 No.126, Tambahan Lembaran
Negara No.3984). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
merupakan aturan formal yang mengatur pemungutan semua jenis pajak di
Indonesia termasuk PBB, khususnya ketentuan formal perpajakan, berkaitan
dengan ketentuan yang diatur dalam KUP, misalnya sistem self assessment vang
ditetapkan sebagai prinsip pemungutan pajak. Hal ini membuat Undang-undang
PBB erat dengan KUP.

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 lentang Pajak Bumi dan Bangunan

4, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

L

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1997 tentang Penetapan Besarnya Nilai

Jual Kena Pajak Untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.

e -
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9.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/1985 tentang Tata Cara
Pendaftaran Obyek dari Pajak Bumi dan Bangunan dengan lampiran-lampirannya,
Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1004/KMEK.04/1985 tentang Penentuan
Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Obyek Pajak
Bumi dan Bangunan yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan
Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala
Daerah Tk. I dan /atau Bupati/Walikotamadya Kepada Daerah Tk.IL

- Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1008/KMK.04/1985 tentang Tata Cara

Penyampaian Laporan dan Pemberian Keterangan dari Pejabat yang Dalam
Jabatannya Berkaitan Langsung/Ada Hubungannya Dengan Obyek Pajak dari
Pajak Bumi dan Bangunan Beserta Contoh Formulir Laporan Mutasi Tanah

dan/atau Bangunan.

-Surat  Keputusan Menteri Keuangan No. 1009/KMK.04/1985 Tanggal 28

Desember 1985 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan.

- Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 268/KMK.04/1995 lentang Tata Cara

Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pen unjukan Pejabat yang

Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa,

- Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 273/KMEK.04/1995 tentang Perubahan

Atas Lampiran HI (Tiga), IV (Empat), V (Lima), VI (Enam) Keputusan Menteri
Keuangan No.174/KMK.04/1993 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya
Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Sebagaimana Telah Beberapa kali diubal terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan No, 196/KMK.04/1994.

- sural Keputusan Menteri Keuangan No. 490/KMK.04/1995 tentang Pembagian

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Ban gunan.
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I5. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 83/KMK.04/2000 lentang Pembagian
dan Pembiayaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

16, Surat  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 233/KMK.03/2006 tentang
Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Bagian Timur .

I7. Surat  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-
303/WPIL11/BD.05/2005 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kota Surabaya
Wilayah Selatan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Definisi Pajak

Para pakar hukum memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai
pengertian pajak ini menurut pandangan mereka masing-masing sehingga sampai saat
ini pun tidak ada suatu pengertian yang baku yang dipakai.

Pendapal mengenai pengertian pajak adalah “iuran kepada kas negara
berdasarkan Undang-undang (vang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yvang dipunakan
untuk membayar pengeluaran umum”™. (Soemitro Rochmat, 1990:5).

Dapat dipaksakan memiliki pengertian bahwa bilamana utang pajak tidak
dibayar, maka utang itu dapat ditagih dengan jalan paksaan berdasarkan kekuatan
undang-undang melalui law enforcement tertentu yang dapat berupa teguran, surat
paksa. sita, dan juga penyanderaan (Gijzeling).

Penghasilan negara berasal dari rakvatnya melalui pungutan pajak dan atau
dari hasil kekayaan alam vang ada di dalam negara 1. Dua sumber itu merupakan
sumber utama yang dapat memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan it
untuk membiayai kepentingan umum vang akhirya juga mencakup kepentingan

pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan. kesejahteraan, dan sebagainya.
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Jadi dimana ada kepentingan masyarakat maka disitulah timbul pungutan pajak
sehingga sebanding dengan kepentingan umum.

Pungutan pajuk mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi
sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan kepada
masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran
pembangunan yang pada akhimya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang
bermantfaat bagi rakyat baik bagi yang membayar pajak maupun tidak membayar
pajak.

“luran negara memiliki fungsi yang letaknya di sektor publik. Di sini
merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang schanyak-
banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak ini terutama akan
digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila
setelah itu masih ada sisa atau surplus, maka surplus ini dapat digunakan
untuk membiayai investasi pemerintah, dan surplus ini juga disebut public
saving dan merupakan sumber untuk membiayai publik investment” ( Tobias
Subekti, 1993:5).

2.3.2 Manfaat dan Fungsi Pajak

Berkaitan dengan pajak yang dikenakan oleh tiegara kepada warga negaranya
sebagal wajib pajak maka pada dasarnya pajuk yang dikenakan tersebut terdapat
banyak kemanfaatannya. Dana yang diperoleh dari pemungutan pajak tersebut antara
lain dapat dipergunakan scbagai salah satu sumber penerimaan negara, alat
pemerataan pendapatah, dan pendorong investasi. Perlunya pemungutan pajak pada
suatu negara sangat erat kaitannya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber
penerimaan negara. Fungsi pajak berkaitan erat dengan manfaat yang diperoleh dari
pemungutan pajak, setidaknya terdapat dua fungsi dari pajak yang dipungut dari
masyarakat, adapun fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi penerimaan (budgetaire) dan

fungsi mengatur (regulerend).
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a.Fungsi Budgetaire/pemasukan

Fungsi budgetaire atau fungsi penerimaan ini merupakan fungsi dari pajak
yang paling utama, dan secara historis dari fungsi inilah pemungutan pajak
terlahirkan, Fungsi ini meletakkan pajak sebagai suatu sarana vang dipergunakan
sebagal alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan
undang-undang yang berlaku. Dari fungsi budgetair ini dijelaskan bahwa ditujukan
guna memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang,
dari hal tersebut terdapat 3 (tiga) hal terpenting dalam tindakan pemerintah dalam
pemungutan pajak yakni:

“Pertama, jangan sampai ada wajib pajak/subjek pajak vang tidak memenuhi
sepenuhnya kewajiban perpajakannya, kedua, jangan sampai ada objek pajak tidak
dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus, dan ketiga, jangan sampai ada objek pajak
yang terlepas dari pengamatan dan penghitungan fiskus. Dari ketiga hal tersebut jelas
bahwa guna optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung
kepada fiskus saja atau hanya tergantung pada wajib pajak saja namun optimalisasi
tersebut sangat tergantung dari kedua pihak tersebut, baik dari fiskus maupun dari
wajib pajak harus terdapat kerja sama yang baik berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku”.(Nurmatu Safri,2003:30)

b.Fungsi Mengatur atau Regulerend

Fungsi ini merupakan fungsi tambahan dari fungsi utama pajak sebagai suatu
alat penerimaan negara. Fungsi pajak dari segi mengatur inj ditujukan guna sebagai
alat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Guna pencapaian tujan
tertentu oleh pemerintah tersebut, pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan-
Kebijaksanaan guna tujuan tersebut. Misalnya, pajak terhadap minuman keras dibuat
tinggi oleh pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat menjadi enggan untuk

mengkonsumsi minuman keras dikarenakan harganya yang mahal.

2.3.3 Pengertian Subyek Pajak dan Wajib Pajak

“Dalam beberapa hal sering kali pengertian subyek pajak disamakan dengan
wajib pajak, atau dengan perkataan lain subyek pajak dianggap sama dengan
wajib pajak. Hal ini tidak sepenubnya benar mengingat pengertian subyek
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pajak dan wajib pajak adalah tergantung pada jenis pajak yang bersangkutan.
Subyek pajak dapat diartikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan perundang-undangan pajak memenuhi syarat-syaral yang ditetapkan
oleh undang-undang tersebut. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian
subyek pajak harus dilihat pada undang-undang pajak yang bersangkutan.”
(Siahaan Marihot P,2004:142).

Menurut Pasal | angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan mengenai pengertian wajib
pajak. yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Subjek pajak dapat berubah statusnva menjadi wajib pajak secara teoritis
mulai saat memperoleh obyek yang dapat dikenakan pajak, dan sebaliknya wajib
pajak berhenti menjadi wajib pajak pada saat ia kehilangan obyek yang dapat
dikenakan pajak tersebut sccara permanen, sehingga tidak memperoleh hasil dan

menikmati obyek yang dapat dikenakan pajak tersebut,

Keadaan seperti di atas iw dapat pula terjadi pada kondisi Jika wajib pajak
meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka wajib
pajak tersebut berhenti sekaligus sebagai subjek pajak maupun sebagai wajib pajak

dalam negeri.

2.3.4 Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya.

“Berbagai iuran alau pungutun vang berlaku di masyarakat yang mirip satu
sama lain kadang membingungkan jika dibandingkan dengan pungutan pajak.
luran yang merupakan suatu pungutan ada beberapa macam tetapi mempunyai
pengertian yang berbeda misalnya : retribusi dan sumbangan. Kedua pungutan
tersebut mirip dengan pajak. Retribusi adalah jenis pungutan yang mempunyai
kontraprestasi langsung dan dapat dipaksakan, misalnya : retribusi pasar,
parkir, dan lain-lain. Retribusi diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa
retribusi daerah selanjutnya disebut restribusi. Jadi pengertian retribusi adalah
pungutan dacrah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

— ——
—
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kepentingan orang pribadi atau badan. Sumbangan adalah jenis pungutan
sukarela yang tidak mendapatkan kontraprestasi dan tidak dapat dipaksakan”.
(5 Sri Valentina,2006:4).

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pengenaan pajak oleh negara melalui fiskus terhadap warga negaranya
sebagai wajib pajak tersebut sangat berkaitan dengan sistem pemungutan pajak vang
pada umumnya sistem pemungulan pajak tersebut terdapat 3 (tiga) jenis yang
dipergunakan, yaitu:
a.Official Assessment System

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak vang memberikan
wewenang kepada fiskus (pemerintah) untuk menentukan besarnya pajak terutang
yang harus dibayar oleh wajib pajak. Pada sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan
menunggu penclapan besarnya pajak oleh fiskus, kemudian membayar pajak yang

terutang sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh fiskus.

b.Withholding system

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, pihak yang ditentukan sebagai pemungut
atau pemotong pajak oleh Undang-undang Pajak diberi kewenangan dan kewajiban
untuk memotong atau memungut pajak terutang dari wajib pajak dan harus segera
menyetorkannya ke kas negara sesual dengan jangka waktu yang telah ditentukan,
Apabila pihak ketiga tersebut melakukan kesalahan atau penyimpangan, kepadanya
akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku.

c.Self Assesment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang mana memberikan

kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk
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menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang, sedangkan
fiskus hanya bertugas memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan kepada
wajib pajak agar memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya,

Sistem Self Assessment yang menggantikan sistem perpajakan sebelumnya,
telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi
dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang diberikan negara
kepada warga negaranya yang tentunya sebagai tugas kenegaraan maka diharapkan
memberikan rasa kehormatan bagi warga negaranya yang telah memenulu dan
melaksanakan tugas kenegaraan tersebut. Masvarakat diberi kepercavaan dan
tanggung jawab penuh untuk menghitung sekaligus menentukan sendiri utang
pajaknya. Sehingga, peran serta dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dan
merupakan unsur terpenting dalam sistem ini. karena petugas pajak lebih banyak
berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan,

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sistem Self Assessment tersebut
idealnya sistem tersebut didukung oleh parameter lain, seperti kesadaran yang tinggi
dari wajib pajak dan instrumen-instrumen vang dimiliki aparat pajak untuk
melakukan pembandingan. Namun pada kenyataannya, dalam kurun wakiu dua
dekade tersebut kesadaran yang ditunggu-tunggu tidak muncul juga, tercermin dari
masih kecilnya wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Sementara akses informasi yang merupakan instrumen terpenting bagi fiskus, hingga
kini masih tersendat. Di sisi lain Direktorat Jenderal Pajak juga dikejar setoran untuk
membiayai anggaran pemerintah yang tiap tahun terus meningkat. Akibatnya,
Direktorat Jenderal Pajak berusaha mencari Jalan lain untuk mengetahui "dapur”
wajib pajak, misalkan sejak 1995, pemeriksaan bukan dilakukan karena aparat punya
bukti bahwa wajib pajak melaporkan tidak benar perhitungan pajaknya, mengaku
rugi, atau melaporkan lebih bayar, namun pemeriksaan pajak dilakukan untuk
menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berbekal semangat itu fiskus setiap saat bisa turun memeriksa wajib pajak,

meski tidak memiliki bukti wajib pajak melakukan kecurangan atau wajib pajak tidak



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

melaporkan rugi fiskal atau lebih bayar, Keadaan ini semakin memperuncing
hubungan antara wajib pajak dan fiskus yang sudah tidak harmonis.

Dalam pandangan fiskus, wajib pajak dianggap tidak jujur melaporkan
kewajiban perpajakannya. Mercka dianggap senang membuat pembukuan ganda,
tindakan ini dilakukan karena mereka tahu Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki
data mengenai keuangan dan transaksi keuangan wajib pajak. Di sinilah tantangan
bagi Direktorat Jenderal Pajak, bagaimana membangun kesadaran pajak di tengah
pengetahuan dan kepedulian yang rendah tentang perpajakan. Kondisi sekarang bisa
dikatakan menjadi kontraproduktif bagi pelaksanaan sistem ini, karena kesadaran
masyarakat yang tinggi diperlukan untuk bisa menentukan dan menghitung sendiri
utang pajak mercka. Banyak upaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran
dalam membayar pajak, termasuk dengan membangun bank data, Diharapkan dengan
adanya data keuangan yang lengkap, wijib pajak tidak bisa lagi melakukan
kenakalan-kenakalan. Maka dari itu, saya berpendapat bahwa apabila sistem ini
diterapkan secara penuh di Indonesia masih belum efektif hal ini dikarenakan masih

kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membavar pajaknya

2.3.6 Pembatasan Kekuasaan Dalam Pengenaan Pajak

“Sehubungan dengan sistem konstitusional yang dianut oleh Negara Indonesia
vang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan tidak bersifat absolutisme
maka sudah sewajarmya kekuasaan untuk mengenakan pajak dibatasi pula,
lermasuk pembatasan pendelegasian kekuasaan untuk mengenakan pajak.
Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 23A UUD 1945, DPR sebagai
wakil rakyat dan juga sebagai wakilnya para wajib pajak harus mengkaji
ulang seluruh pendelegasian kekuasaan yang telah diberikan kepada
pemerintah selama ini. DPR harus selektif dan ketat daliam mendelegasikan
kekuasaan kepada pemerintah untuk mengatur  pengenaan pajak. Selektif
dalam arti ketentuan pajak yang bagaimana yang boleh dan yang tidak boleh
didelegasikan  kepada pemerintah  dan  ketat dalam  mengawasi
pelaksanaannya. Institusi  pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk
menyusun kelentuan perpajakan dan institusi yang melaksanakannya juga
harus dipisahkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan disatu institusi®,
(Darusalam,2006:9).



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.3.7 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurul Undang-undang Nomor 12 Tahun
1985 adalah merupakan iuran atau pungutan vang dikenakan atas tanah dan bangunan

yang didirikan di atasnya.

2.3.8 Pembagian Hasil Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak pemerintah pusat yang dibagihasilkan
kepada pemerintah daerah dengan formula pembagian sesuai PP No.104 Tahun 2004
sebagai berikut 90% untuk propinsi dan kabupaten/kota dan 10% untuk pemerintah
pusat. dari 90% tersebut 16,2% untuk propinsi, 64.8% untuk pemerintah
kabupaten/kota dan 9% digunakan untuk upah pungul. Sementara itu bagian
pemerintah pusat yang mencapai 10%, sejak tahun 1994 telah dialokasikan kembali
kepada daerah dengan perincian 65% dibagikan secara merata kepada semua
kabupaten se Indonesia, sedangkan 35% dialokasikan sebagai insentif kepada
kabupaten yang realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun anggaran

sebelumnya berhasil mencapai/melampaui target penerimaan yang telah ditetapkan.

2.3.9 Pengertian Subyek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Taltn 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan menentukan bahwa subyek pajak adalah orang atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan
atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Selanjutnya Undang-undang Pajak Bumii dan Bangunan menentukan bahwa
subyek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib
pajak. Dengan kata lain, wajib pajak adalah subyek pajak vang dikenakan
kewajiban membayar pajak. (Siahaan Marihot P,2004:154),
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2.3.10 Pengertian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Obyek Pajak bumi dan bangunan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun
1985 Pasal 2 ayat (1) adalah bumi dan/atau bangunan. Obyek pajak yang tidak
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :

a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itug

¢) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional. tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani
suatu hak;

d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat bedasarkan asas timbal balik;

e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan
oleh Menteri Keuangan.

Bumi maupun bangunan telah ditentukan Kklasifikasinva oleh Menter
Keuangan atas wewenang undang-undang,.

Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan
menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan
perhitungan pajak yang terutang, I dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah
terdapal faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu ;

1 Fakior letak:

2 Faktor peruntukan;

Faktor pemanfaatan;

Lad

4. Faktor kondisi lingkungan;dan

Lhn
v

Lain-lain.

Sedangkan untuk menentukan klasifikasi bangunan terdapat faktor-faktor yang harus
diperhatikan yaitu :

1, Faktor bahan yang digunakan;

2. Faktor letak:
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3 Faktor kondisi:dan

4, Lamn-lain,

2.3.11 Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

“Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak,

maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu

keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak menjadi
acuan utama dalam mempengaruhi besarnya pajak. Pajak ini disebut juga
pajak yang obyektif”.(Soemitro Rochmat,2001:5),

Pajak Bumi dan Bangunan ini belum didasarkan pada sistem self assessment
secara murni, tetapi pemerintah juga mengandalkan wajib pajak untuk mendaftar,
mendata obyek pajak, serta membayar pajak bumi dan bangunan sendini dengan
dibawah pengawasan fiskus dan jika wajib pajak merasa keberatan akan besar pajak
vang dikenakan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, maka wajib pajak diberi

hak pula untuk mengajukan keberatan.

2.3.12 Dasar Pemikiran Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan memori Penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985
lentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah menjadi Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985,
bagi Negara Indonesia yang sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang
menuju masyarakat adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan
negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan nasional. Seiring dengan tujuan kemandirian bangsa maka penerimaan
negara di sektor pajak harus ditingkatkan, baik dengan penggalian potensi pajak
maupun dengan pemberlakuan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian
Bangsa Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 menempatkan kewajiban perpajakan
sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran
serfa dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional puna tercapainya

masyarakat adil dan makmur serta sejahtera.
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Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Esa serta memiliki fungsi sosial, di samping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan
dan lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang menguntungkan. Bangunan juga
memberi manfaat ckonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang
memiliki tansh dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ckonomi yang
diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak, dulam hal ini pajak bumi dan
bangunan. Pengenaan pajak bumi dan bangunan harus tetap memperhatikan aspek
keadilan bagi masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dan masyarakat
berpenghasilan rendah.

Agar pelaksanaan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan dapat berlaku
secara efektir, maka baik kepada wajib pajak maupun kepada pejabat umum yang
melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan
oleh Undang-undang akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundangan yang
berlaku. Hal ini memang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam
pelaksanaan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan sehingga wajib pajak umum

yung berwenang tidak melakukan penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban pajak,

Hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan penerimaan Negar
vang scbagian besar diserahkan kepada pemerimah daerah. Untuk meningkatkan
pendapatan dacrah puna membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan

dalam rangka memantapkan otonomi daerah.

2.3.13 Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk wajib pajak baru, ia harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di mana obyek pajak berada. Pendafiaran juga
bisa dilakukan melalui intermet. Setelah mendaftarkan diri, wajib pajak tersebut akan
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP ini berfungsi sebagai

nomor induk yang dapat memudahkan administrasi dalam pembayaran pajak bumi
dan bangunan. Untuk wajib pajak yang lama, jika data telah ada di KPPBB maka ia
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tidak perlu mendaftar lagi. Hanya saja, jika terdapat perubahan data terhadap obyek
pajak maka wajib pajak berkewajiban untuk memperbarui data lama yang ada di
KPPBBE.

Setelah mendapatkan NPWP, wajib  pajak akan diberikan Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang harus diisi oleh wajib pajak dengan benar,
SPOP berisikan tentang data-data obyek pajak, misalnya mengenai luas tanah, bahan
material bangunan dan lain-lain. SPOP harus dikembalikan kepada KPPBB selambat-
lambatnya 30(tiga puluh) hari setelah menerima SPOP.

Pihak KPPBB akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT) berdasarkan SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak. SPPT berisikan jumlah
pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Untuk wajib pajak lama, setiap tahunnya
akan dikeluarkan SPPT berdasarkan data-data lama. SPPT dilunasi selambat-
lambatnya 6 bulan setelah diterima. Pembayaran SPPT dapat dilakukan melalui
petugas pemungut, ATM, Bank vang telah ditunjuk, Kantor Pos dan Giro, atau
tempat lain yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Jika pembayaran pajak bumi dan bangunan telah dilakukan, maka wajib pajak
akan diberikan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atau jika pembayaran dilakukan
melalui ATM, maka struk dari ATM tersebut juga dapat berfungsi sebagai STTS
yang berfungsi sebagai tanda pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Wajib pajak yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya membayar pajak
atau membayar tidak sesuai dengan prosedur misalnya membayar tidak tepat pada
jatuh tempo yang telah ditetapkan maka ia dapat dikenakan sanksi

“Dalam penyelenggaraan hukum publik sangat diperlukan kontrol oleh
pemerintah terhadap pelaksanaan hukum dan pelaksanaan tersebut harus diperkuat

dengan sanksi”. (Brotodihardjo R.Santoso,2003:24)
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian vang telah dijelaskan pada bab scbhelumnya lentang

Pajak Bumi dan Bangunan di KPPBB Surabaya Tiga, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

J

Lad

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di KPPBB Surabaya Tiga
sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, terutama dalam hal
pencapaian target penerimaan pajak bumi dan bangunan di KPPBB Surabaya
Tiga.

Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak sebagai sumber dana
dalam pembangunan menjadi kendala utama dalam pemenuhan pajak bumi dan
bangunan yang dapat mengakibatkan negara merugi.

Upaya KPPBB Surabaya Tiga dalam menunjang dan meningkatkan penerimaan
negara melalui sektor pajak adalah dengan menegakkan law enforcement
(penegakan hukum) serta meningkatkan pula pemberian penyuluhan tentang
pentingnya membayar pajak pada umumnya dan membayar Pajak Bumi dan
Bangunan pada khususnya serta meningkatkan kerja sama yang baik antara fiskus

dengan wajib pajak.

4.2 Saran

Penulis memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan Surabaya Tiga yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan :

1.

KPPBB Surabaya Tiga hendaknya lebih aktif lagi untuk terjun ke masyarakat
dalam memberikan penyuluhun-penyuluhan agar masyarakal lebih mengetahui
lagi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kepada perangkat aparat

pemerintah Surabaya serta meningkatkan kerja sama yang baik antara fiskus

40
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dengan wajib pajak schingga tercipta hubungan yang harmonis antara wajib pajak
dengan fiskus,

KPPBB Surabava Tiga hendaknya lebih sering lagi untuk memperbaharui data-
data yang ada mengenai obyek pajak, wajib pajak scrta tunggakan-tunggakan
vang belum dapat ditarik yang berguna dalam hal peningkatan pajak bumi dan
bangunan.

KPPBB Surabaya Tiga hendaknya meningkatkan pelayanan prima terhadap
masyarakat,

Pemerintah Indonesia harusnya menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena
Pajak (NJOPTKP) yang hanya Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) menjadi
lebih besar dari nilai tersebut. Agar pajak yang dikenakan dapat lebih tepat

SdSATAN.
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DEFARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
W (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor : 3638/J25.1.1/PP.9/ 2006 Jember, 23 September 2006
Lampiran
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB SURABAYA TIGA
di -
SURABAYA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan

kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : NURUL KUSUMA WARDHANI |
NIM : 020710101058

Program 15 1 Nmu Hukum |
Alamat  :Rungkut Asri Barat VII/3U Surabaya =

Keperluan  : Penelitian Tentang Masalah I

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
YANG MANA TELAH DIUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PAJAK BUMI DAN 1
BANGUNAN DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA TIGA

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih,

Tembusan Kepada Yih :
+ Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara

* Yang bersangkutan
* Arsip
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DEFARTIMERN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKETORAT JENDERAL PAJAK
. KANTOR WILAYAHJAWA BAGIAN TIMUR I
; .',. ¢ KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SURABAYA TIGA
EFF  Jalan Japw Wonokromo N o 100 Tdepon (031) B4R0G6.08
7§ Surabaya 60244 Faksimili (031) § 483005

SURAT KETERANGAN
Nomor: KET-3340 /WPJ 11/KB 02012006

Yang bertanda tangan dibawah mi
Nama : SudariSH
NIP 060048931
Jabatan ~Kasubag Umum KP PEE Surabaya Tiga

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebutl dibawah i
Nama  Nurul Kusuma Wardhani ,
NIM 020710101058

Program = 51 Ilmu Hukum pada Universitas Jember

telah melaksanakan penelitian tentang Implementass UU No 12 Tahun 1989

vang telah dibah menjadi UU No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan &y KP
PBE Surabaya Tiga danitanggal 6 «d 17 Nopember 2006

Demikian Surat Keterangan m1 dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Surabaya,20 Nopember 2006

50048971
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR 1

JI. Dinoyo No. 111 Telepon : (0315615364
V(0313561 5385-89

Lantai ¥ - V[
Tramol Pos 804 Faksimile : {(031)5615363

Sura ha:a AO0008

Nomor : 85-304/WPI.11/BD.0502/2005 30 Desember 2005
Sifat : biasa
Hal ¢ NJOPTKP dan NPOPTKP
Tahun 2006
Yth. 1. Kepala KP.PBB Surabaya Satu

2. Kepala KP.PBB Surabaya Dua
3, Kepala KP.PBB Surabaya Tiga

Menunjuk Surat Wali Kota Surabaya Nomor : 973/5600/436.4.16/2005 tanggal
27 Desember 2005 tentang usulan besarnya NJOPTKP Pajak Bumi dan Bangunan dan
NPOPTKP BPHTB tahun 2006 dan sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak
Nomor : SE-40/PJ.6/2005 tanggal 29 Nopember 2005 tentang penyesuaian besarmya Nilai
Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan perubahan Nilai Perolehan Obyek
Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB untuk tahun pajak 2006, perlu disampaikan
bahwa besarnya NJOPTKP PBB dan NPOPTKP BPHTB tahun 2006 untuk Kota
Surabaya tidak terdapat perubahan, tetap seperti tahun 2005 dan tidak perlu

diterbitkan SK Kakanwil DJP yang baru.

NPOPTKP BPHTB 2006
No| kr.pBB/KOTA | MOTTAPERE My iRis LA
HIBAH WASIAT
1 2 3 o 5
l. | Surabaya Satu
| Kota Surabaya 8.000.000 200.000,000 40.000.000
2. | Surabaya Dua i it :
Kota Surabaya £.000.000 200.000.000 40.000.000
3. | Surabaya Tiga :
Kota Surabaya 8.000.000 200.000,000 40.000.000

Demikian untuk mendapat perhatian

[

&

{ KA LA
i

A

,

Tembusan Yth.
Direktur PBB dan BPHTB

- -
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